BUPATI KAYONG UTARA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG

SISTEM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 96 ayat 1 dan pasal
97, menyatakan Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan PERATURAN
BUPATI tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomo3 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kayong UtaraNomor 16 Tahun 2003 Seri D Nomor 12);

Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 016 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong
Utara Tahun Anggaran 2008;

Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 017 Tahun 2007 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008.
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MEMUTUSKAN :

Menctaokan . PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN KEBIJAKAN
€netapkan  :  AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

—

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kayong Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Perangkat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

8. Sistem adalah suatu susunan secara teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling
bergantung pada prosedur-Prosedur yang berhubungan yang melengkapi dan
memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari suatu kegiatan organisasi yang
penting.

9. Akuntansi adalah proses Pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas
hasilnya, serta penyajian laporan.

10. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

11. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

13. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

14. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang

mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan

bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting
bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

pemeriksa dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur
secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum' daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas sebagian tugas BUD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD
adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat
pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.

Sistem Pembukuan Tunggal (Single Entry) adalah suatu cara pembukuan yang
ditandai oleh suatu pembukuan saja untuk setiap transaksi pada salah satu
perkiraan buku besar.

Sistem Pembukuan berpasangan (Double Entry) adalah suatu metode akuntansi
yang mengakui dualitas dari suatu transaksi (sumber dan penempatan) sedemikian
rupa sehingga perubahan dalam suatu rekening secara otomatis akan
menyebabkan perubahan yang seimbang dalam rekening atau rekening-rekening
lainnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga
daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah
dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
akibat lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau
kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang
sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti
bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit
kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Halaman 5



Pasal 2

(1) Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan untuk setiap Unit/Satuan Kerja Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan.

(2) Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bertujuan
untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Adapun sasaran ditetapkannya Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara ini adalah :

1. tercapainya kesamaan pengertian, penafsiran, bentuk dan format penyusunan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan
Atas Laporan Keuangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;

2. meminimalisir salah tafsir dan tumpang tindih dalam menyusun laporan
keuangan;

3. mewujudkan keterpaduan, keseragaman bentuk dan format laporan keuangan
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;

4. tercapainya dayaguna dan hasilguna penyusunan laporan keuangan sebagai
bahan informasi pelaksanaan kinerja suatu entitas yang berhubungan dengan
Anggaran/Keuangan Daerah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi
baik dari segi manajerial maupun organisatoris untuk perbaikan kinerja suatu
entitas dimasa yang akan datang.

BAB III
SISTEM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Bagian Pertama
Sistem Akuntansi

Pasal 4
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi
pemerintahan daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual
atau menggunakan aplikasi komputer.

Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam bentuk
buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku
besar pembantu.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca; dan

c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 5
Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi :

a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;

c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan
d. prosedur akuntansi selain kas.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan
peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan
peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 6

Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD.
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(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-KPD.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan
pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran.

Pasal 7

Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun
kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.

Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode
akun pendapatan, kode akun belanja, kode akun pembiayaan.

Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun
dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan
daerah/Negara.

Kode rekening yang digunakan untuk menyusun neraca sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan vyang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan
bukti transaksi yang sah.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis
sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

Pasal 9
Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selanjutnya secara periodik

diposting ke dalam buku besar sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Buku besar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap
akhir periode sesuai dengan kebutuhan.

Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.
Pasal 10

Buku Besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji
silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.
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(2)

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Buku Besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun
yang telah dicatat dalam buku besar.

Bagian Kedua
Kebijakan Akuntansi
Pasal 11

Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan
akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi
pemerintahan.

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar
pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.

Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat :

a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan
keuangan;
b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.

Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja
modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman,
pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga
perolehan aset tetap.

Kebijakan kepitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang
dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.

Contoh Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam lampiran II PERATURAN BUPATT ini.

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran
dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12
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(1) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan
pemerintah daerah.

(2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang
disampaikan kepala PPKD wuntuk digabung menjadi laporan keuangan
pemerintah daerah.

(3) Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang
disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun keuangan BLUD vyang
disampaikan kepada kepala daerah dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD

Paragraf 1
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD

Pasal 13

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas meliputi serangkaian proses mulai pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan
penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 14

(1) Bukti transaksi yang digunakan pada Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mencakup :

a. surat tanda bukti pembayaran;
b. STS;

c. Bukti transfer; dan

d. nota Kredit Bank

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan:
a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); dan/atau
b. SKR; dan/atau

c. Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

Pasal 15
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(1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi
penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :

a. buku jurnal penerimaan kas;
b. buku besar; dan
c. buku besar pembantu.

(2) Format dan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dan b
tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 17

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal
penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan
kas berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku
besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD

Pasal 18

Ringkasan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD tercantum dalam Lampiran
IV Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD

Pasal 19

(1) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD meliputi serangkaian proses
mulai pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan
pengeluaran kas pada SKPD dan/atau pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.

Halaman 11



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Prosedur akuntansi pengeluaran pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan

b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan.

Pasal 20

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mencakup :

a. SP2D; atau

b. nota debet bank; atau

c. bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
a. SPM; dan/atau

b. SPD; dan/atau

c. Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Pasal 21

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi
pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mencakup :

a. Buku jurnal pengeluaran kas;
b. Buku besar; dan
C. Buku besar pembantu.

Format dan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b tercantum
dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(1)

Pasal 23

PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal
penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan
kas berkenaan.
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(2)

(3)

Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku
besar rekening berkenaan.

Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD

Pasal 24

Ringkasan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)
(3)

4)

Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD
Pasal 25

Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan
penyusunan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.

Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi
salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan

fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.

Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.

Pasal 26

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan :

a.
b.
C.

(1)

berita acara penerimaan barang;
berita acara serah terima barang; dan
berita acara penyelesian pekerjaan.

Pasal 27

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam
prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
mencakup :
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(2)

a. buku jurnal umum;
b. buku besar; dan
C.  buku besar pembantu.

Format dan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b tercantum
dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
dilaksanakan olek PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD.

(1)

(2)

(3)

4

(5)

(1)

(2)

Pasal 29

PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 membuat bukti memorial.

Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi
aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.

Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku
jurnal umum.

Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke
dalam buku besar rekening berkenaan.

Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Paragraf 4
Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD
Pasal 30

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan
dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);

b. koreksi kesalahan pencatatan;

C. penerimaa/pengeluaran hibah selain kas;

d. pembelian secara kredit;
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e. retur pembelian kredit;

f. pemindahanan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas;
dan

g. penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas.

(3) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengesahan atas
pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan.

(4) Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah
diposting ke buku besar.

(5) Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang
merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi
pemerintah daerah.

(6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di
masa yang akan datang.

(7) Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.

(8) Pemindahtangan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf f merupakan pemindahtangan aset tetap pada pihak ketiga
karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.

(9) Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar
(ruislaag) dengan pihak ketiga

Pasal 31

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilampiri dengan:

pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ)
berita acara penerimaan barang;

surat keputusan penghapusan barang;

surat pengiriman barang;

surat keputusan mutasi barang (antar SKPD);

berita acara pemusnahan barang;

berita acara serah terima barang; dan

berita acara penilaian.

Sempan oo
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Pasal 32

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur
akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mencakup :

a. buku jurnal umum;
b. buku besar; dan
C.  buku besar pembantu.
Pasal 33

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 34

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 membuat bukti memorial.

(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat informasi mengenai tanggal tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode
rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku
jurnal umum.

(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke
dalam buku besar rekening berkenaan.

(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pasal 35

Ringkasan prosedur akuntansi selain kas pada SKPD tercantum dalam Lampiran VIII
PERATURAN BUPATI ini.

Paragraf 5
Laporan Keuangan pada SKPD
Pasal 36

(1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
secara periodik yang meliputi :

a. laporan realisasi anggaran SKPD;
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b. neraca SKPD; dan
c. catatan atas laporan keuangan SKPD.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang
mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

(3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c tercantum dalam
lampiran IX PERATURAN BUPATI ini.
Bagian Keempat
Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD

Paragraf 1
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD
Pasal 37

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas meliputi serangkaian proses mulai pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan
penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 38

(1) Bukti transaksi yang digunakan pada Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mencakup :

a. bukti transfer;
b. nota Kredit Bank; dan
C. surat perintah pemindahbukuan.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan:

surat tanda setoran (STS)

surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);

surat ketetapan retribusi (SKR) ;

laporan penerimaan ka sari bendahara penerimaan; dan
Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

PooCTo

Pasal 39

(1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi
penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri dari :

a. buku jurnal penerimaan kas;
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b. buku besar; dan
c. buku besar pembantu

(2) Format dan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a,b dan c
tercantum dalam lampiran X PERATURAN BUPATI ini.

Pasal 40

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

Pasal 41

(1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal
penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan
kas berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku
besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Pasal 42

Ringkasan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD tercantum dalam
Lampiran XI PERATURAN BUPATI ini.

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD
Pasal 43

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan
dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 44

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mencakup :
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a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau
b. nota debet bank.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
a. surat penyediaan dana (SPD);
b. surat perintah membayar (SPM);
c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan
d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Pasal 45

(1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi
pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mencakup :

a. Buku jurnal pengeluaran kas;
b. Buku besar; dan
C.  Buku besar pembantu.

(2) Format dan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b tercantum
dalam lampiran XII PERATURAN BUPATT ini.

Pasal 46

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
merupakan fungsi akuntansi SKPKD.

Pasal 47
(1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran  kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 melakukan pencatatan ke dalam buku
jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal
pengeluaran kas berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku
besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.
Pasal 48

Ringkasan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD tercantum dalam
Lampiran XV PERATURAN BUPATI ini.

Paragraf 3
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Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD
Pasal 49

(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan,
pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap asset tetap
yang dikuasai/digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi asset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam
pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.

Pasal 50

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 berupa bukti memorial dilampiri dengan :

berita acara penerimaan barang;

surat keputusan penghapusan barang;

surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);

berita acara pemusnahan barang;

berita acara serah terima barang;

berita acara penilaian; dan

berita acara penyelesaian pekerjaan.

Q@m0 o0 oo

Pasal 51
(1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam
prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mencakup :
a. buku jurnal umum;
b. buku besar; dan
C.  buku besar pembantu.

(2) Format dan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b
tercantum dalam lampiran XVI PERATURAN BUPATI ini.

Pasal 52

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
dilaksanakan olek fungsi akuntansi pada SKPKD.

Pasal 53

(1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 membuat bukti memorial.
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(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi
aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku
jurnal umum.

(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian asset tetap diposting ke
dalam buku besar rekening berkenaan.

(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Paragraf 4
Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD
Pasal 54

(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai
dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang
berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. koreksi kesalahan pembukuan;
b. penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan
keuangan pada akhir tahun;
c. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan
d. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari.

Pasal 55

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilampiri dengan :
berita acara penerimaan barang;

surat keputusan mutasi barang ;

berita acara pemusnahan barang;

berita acara serah terima barang;

berita acara penilaian; dan

berita acara penyelesaian pekerjaan.
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Pasal 56
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur
akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) mencakup :
a. buku jurnal umum;
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b.
C.

buku besar; dan
buku besar pembantu.

Pasal 57

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 58

Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 membuat bukti memorial.

Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode
rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku
jurnal umum.

Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting
ke dalam buku besar rekening berkenaan.

Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Pasal 59

Ringkasan prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD tercantum dalam Lampiran
XVII PERATURAN BUPATTI ini.

(1)

(2)

Paragraf 5
Laporan Keuangan pada SKPKD
Pasal 60

Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik
kepada kepala daerah.

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
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BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 61

(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang
menjadi tanggungjawabnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk
6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh PPK-SKPD dan
disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai
laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD
serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosisis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar
penyusunan laporan realisasi pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

(5) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja
SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVIII PERATURAN BUPATI ini.

Pasal 62

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara
menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan
dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disampaikan kepada kepala
daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk
ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosisis untuk 6
(enam) bulan berikutnya.
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Pasal 63

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosisi untuk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disampaikan kepada Kepala
Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk
ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk
6 (enam) bulan berikutnya.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 64

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disampaikan kepada DPRD
paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XIX PERATURAN BUPATI ini.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan
Pasal 65

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan
disampaikan kepada kepala SKPD wuntuk ditetapkan sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 66
Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)
disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat
pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD
yang menjadi tanggung jawabnya.
Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca; dan
c. catatan atas laporan keuangan.
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi
tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Format surat penyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran XX PERATURAN BUPATI ini.

Pasal 67

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara
mengggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat 3 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran berkenaan.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan
sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi
pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan
BUMD/perusahaan daerah.

Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun
dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan
laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.

Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja
interim di lingkungan pemerintah daerah.
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(8)

(9)

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan pengelolaan
APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian interen yang memadai, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Format laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, ¢
dan d sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, XXII, XXIII, dan XXIV
PERATURAN BUPATI ini.

(10) Format surat pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD yang menjadi

(1)

(2)

tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam
Lampiran XXV PERATURAN BUPATI ini.

Pasal 68
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) disampaikan
oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan

pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap
laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
PERATURAN BUPATI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN

BUPATI ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 2 Desember 2010

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

H.HENDRI SISWANTO, S.Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 123
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